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Pengantar Redaksi

ali ini Jurnal llmiah Governance tampil dengan tulisan

yang melibatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan

penulisan studi akhir yakni Skripsi dan Tesis. Keterlibatan

- mahasiswa dalam rangka membuat lulusan perguruan

tinggi lebih berkualitas dan menghasilkan karya tulisan

yang bisa diakses oleh publik atau dipublikasikan. Mengingat juga neg-
eri ini masih kekurangan karya ilmiah vang dipublikasikan daam ben-
tuk buku atau jurnal, dibandingkan dengan beberapa negara yang setara
dengan Indonesia. Oleh karena itu Jurnal Governance memberikan ruang
kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya yang terpublikasi.
Kesempatan kali ini jurnal governance menghasilkan karya-karya pe-
mikiran intelektual, produk perguruan tinggi. Berbagai hal menyangkut
politik pemerintahan dibahasa dalam tulisan-tulisan Jurnal ini. Sekiranya
semua dapat bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara tercinta
ini.

Semoga pembaca mendapat manfaat dari Jurnal ini
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Sambutan DEKAN FISIP Unsrat

S 2 t Pendidikan Nasional ditetapkan melalui uidang-undang berupa Undang-undang Repub-
15TCTNY ik reiRests Nomor 3 Tt 1505 n ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989 Menge-
nai Dasar, Fungsi, dan Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemam-
puan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewu-
Jjudkan tujuan nasional, Seangkan twjuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , keschatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Semua yang tersirat dalam Dasar, Fungsi dan Tujuan Pembangunan Nasional ini adalah visi yang perlu
digapai oleh institusi Universitas Sam Ratulangi, khususnya Jurusan llmu Pemerintahan FISIP Unsrat
sebagai bagian dari komponen utama Universitas Sam Ratulangi dalam menghasilkan manusia Indonesia
seutuhnya. apalagi era globalisasi dan keberadaan Sulut strategis di pasifik sangat membutuhkan SDM vang
dapat mengembangkan potensi unggulnya. Karena ini bagaimana kita melakukan cara-cara yang tepat untuk
membentuk peserta didik yang berhasil guna.

Dalam rangka itu, kualitas tenaga akademiknya harus selalu diberdayakan agar dapat membina mahasiswa
dengan baik, Jurnal limish Governance Jurusan lmu Pemerintahan FISIP Unsrat ini adalah salah satu wadah
yang tepat mengasah ketajaman sumber daya tenaga akademik di lingkungan FISIP Unsrat. Seyogyanya
Jumal ini dapat dimanfaatkan dengan baik,

Dekan,

Drs. Philep M. Regar, MSi



SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNSRAT

T d s k d . yang baik adalah bagaimana kita
r a IS]. a a emls mengembangkan kebiasaan berdis-
kusi, meneliti dan menulis. Kebiasaan ini harus berjalan terus menerus yang nantinya
bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian bagi kepentingan pengembangan
[lmu Pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Karena itu para akademisi di Universitas Ratulangi khususnya Jurusan [lmu Pemer-
intahan FISIP Unsrat dituntut untuk dapat berusaha selalu meningkatkan kemampuan
sumber dayanya dalam menghasilkan karya-karya hasil analisanya terhadap pesoalan-
persolan politik pemerintahan di sekitar kita. Media Jurnal Governance yang terbit
secara berkala ini adalah wadah yang membantu para akademisi menuangkan karya-
karya pikirnya dengan metode ilmiah.

Semoga segenap akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai ilmuan
vang sangat diharapkan, untuk dapat menulis karya ilmiah yang produktif.

Ketua Jurusan,

Dra. Marlien Lapian, MSi



HUBUNGAN ANTARA EFEKTIFITAS APARAT PEMERINTAH
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pl KELURAHAN MALALAYANG | KECAMATAN MALALAYANG

Oleh:
Marlien T. Lapian

e skill of government's apparatus to application control increasing in a efficient and
effective impossible can increased without increasing human quality in that self bu-
reaucracy. This research direction to identification commection between effectiveness

government s apparatus with society participation. Population in this research is the whole
society Malalayang I village Malalayang Subdistrict. The total of head family are 80 KK, the
total sample in this research are 80 head family. A sample technique to use in this research
are proportional random sampling. For interpretation primer data used research instrument
are cuesioner with interview technique. The analysis used in this research, is presentation
analysis, chi-square analysis test, coefficient analysis contingency. Effectiveness government s
apparatus village in realization the task, the real have significant connection to society partic-
ipation in the implementation increasing in their village. The think showed by the result statis-
tic testing chi square and coeefficient contingency where coefficient the connection is 0,5752
mare big than ' coefficient maximum 0,8043 in the level significant 0,01 or believe level 99%.

Kevwords : effectiveness government s apparatus, participation society

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upays
pembangunan ying berkesinambungan yang meliputi se-
luruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk
melaksanakan tujuan nasional yang terkandung dalam isi
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melind-
ungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darsh Indone-
sin, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke-
hidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadi-
lan sosial.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional, tidak dapat
dipisahkan dengan cksistensi birokrasi dan aparatur
pemerintahnya, Kedudukan aparatur pemerintah dalam
Pembangunan Nasional pada lingkup pemerintahan pusat
maupun pemerintah daerah adalah menempati posisi
yang steategis, apalagi aparatur pemerintah daerah yang
merupakan ujung tombak pembangunan nusioal dimanit=
lebih dekat dan langsung berhubungan dengan partisipasi_
masyarakat, tentunya semakin strategis kcdudukannyn.t_,
Dengan posisi strategis ini maka aparat pemerintah se-
laku komponen penyelenggara Negara senantiasa ditun-

tut pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan -j

bungsa dan Negara Republik Indonesiu,
COmanan - /6

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negam dan abdi
masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat di-
harapkan mampy menjalankan, roda pemerintahan dan
pembangunan secara efisien dan efektif, bersih, berwiba-
wa yang dilandasi semangat pengabdian yang tinggi ke-
pada masyarakat, Kejujuran, bertanggung jawab, disiplin.
berkeadilan yang mampu memberikan pelayanan yang
maksimal dan pengayoman kepada masyarakat sesuai
dengan tuntutan hati nurani dan aspirasi rakyat, serta di-
upayakan penataan kewenangan yang rasional diantara
jajaran perangkat aparatur yang mengarah pada pelaksa-
naan birokrasi yang professional.

Harus disadari bahwa sebelum pembangunan yag
berorientasi pada partisipasi masyarnkat dipacu, terlebih
dahulu dilakukan penataan dan pembinaan birokrasi dan
aparaturnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan peron-
dang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan sumber
daya aparatur yang berkualitas dan berkemampuan tinggi.

Seperti yang dikemukakan oleh Silalahi(1998)
aparatur Negora merupakan bagian dari sumber daya ma-
nusia Idonesin, harus dijadikan prioritas utsa untuk dit-
ingkatka, agar secara sinergik masyarakat dapat berpar-
tisipasi melakukan pembangunan. Menyadari kedudukan
aparat pemerintah yang demikian penting, maka usaha



peningkatan efekiifitas pelaksanaan fungsi pelayanan ma-
syarakat harus lebih diupayakan lagi. Untuk itu wajarlab
upabila memasuki era reformasi dan otonomi dacrah Jeb-
ih diupayakan peningkatan efektifitas dan kualitas kerja
aparat pemerintah.

Menurut Widjadja( 1991) mengatakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional dengan hasil se-
maksimal mungkin maka pembinaan aparatur pemerintah
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tuga pemer-
intah dan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya
guna. Oleh karena itu. dalam mewuudkan penyelenggara-
an pemerintahan dan pelaksansan pembangunan nasional
yang berkualitas dengan keterlibatan masyarakat, sangat
tergantung efektifitas aparatur pemerintah,

Lebih lanjut Widjadja (1991) mengharapkan bah-
Wa aparatur pemerintah dapat menjadi antara lain yaitu :
aparatur pemeritah wajib mengabdi kepada kepentingan

tur pemerintah harus berdiri dnmnph (netral) ber-
sikap terbukn dan tidak memihak; aparatur pemerintah
harus jujur, bersih dan berwibawa; aparatur pemerintah
harus bijaksana dan sebagai pengayom,

Dominasi peranan aparatur pemerintah yang memi-
liki fungsi sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara men-
gucy pada peran sebagi pelaksana kebijaksanaan pemer-
intah. Dalam peranan ini lembaga birokrasi menjadi ajang
bertemunya kegiatan administrative dan ketatanegaraan,
Aparatur peerintah sebagai orang-orang yang menduduki
Jjabatandalam kelembagaan Negara senantiasa menjadi
aparatur yang fungsional untuk mewujudkan sosok ma-
syarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pemban-

. gunan.

Dalam rangka menggiatkan partisipasi dalam pem-
banguna perilaku sparat sebagai pelaksana administratif
Negara senantiasa memahami aspirasi masyarukat dan
peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat; mem-
bangun partisipasi masyarakat, membantu memecahkan
masalah yang tidak dapat dihadapi masyarakat; mem-
bukit dialog dengan masyarakat dalam arti keterbukaan
dan harus mampu menciptakan instrumen dan peraturan
yang memihak. Conyer dalum Soctomo (2006), menge-
mukakan partisipasi masyarakat sdalah keikutsertaaan
masyurakat secara sukarela yang didasari oleh determinan
dan kesadaran diri masyarkat itu sendiri dalam program
pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh
anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-
permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyara-
kat di bidang kesehatan berurti keikutsertaan seluruh ang-
gota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan
mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilal
vang sktif memikirkan, merencanakan, melsksanakan,
dan mengevaluasikan program-program keschatan ma-
syarakatnyi. Institusi kesehatan hanya sckadar memoti-
vasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007),

Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999, aparat
pemerintah sebagai pelaksana pencapaian tujuan nasional

dalam mewujudkan masyarakat madani yang taat hokum,
peradaban yang modern, makmur, adil serta juga menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan
kepaa pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari kebijakan
pemerintah telah membuat sustu garis kerja kepada aparu-
tur pemerintah untuk membri motivasi pelayanan secara
efisien dan efekiif,

Efektifitas kerja aparstur pemerintal Senantinsa
ditopang dengan sikap netral dan objektif datam melak-
sanakan tugas-tugas sebagai instumen dan sepenuhnya
menjai kepentingan umum yang bersikap langgeng se-
cara cksplisit ditetapkan dalam konstitusi dalam rangka
melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat,
melakukan pembagian ketja yang telah ditetapkan serta
kemampuan menggunnkan fasilitas keria secara ofisien
dan efektif. Aparat pemerintah adalah satu-satunya or-
ganisasi yang mungkin dapat mengakses penguasaan atas
seluruh sumber-sumber nasional, Oleh karena itu, pada
umumnys pemerintah dengan aparatnya memiliki lebih
banyak kemampuan untuk melaksanakan pembangunan
daripada organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.
Pembangunan sebagai proses perubahan dalam berb-
agsi aspek kehidupan manusia membutuhkan “agent of
chance™ yang benar-benar memiliki potensi dan sumber
daya yang besar untuk memberi motivasi kepana ma-
syarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberi-
kan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, Penger-
tian efektivitas ini lebth berorientasi kepada keluaran se-
dangkan masalah penggunasn masukan'kurang menjadi
perhatian utama. Apabila cfisiensi dikaitkan dengan efek-
tivitas maka walawpun terjadi peningkatan efektivitas be-
lum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2001)

Kemampuan aparatur pemerintah untuk melak-
sanakan tuas pembangunan secara efisien dan efektif ti-
dak mungkin dapat ditingkatkan tanpa peningkatan kuali-
tas manusia dalam birokrasi itu sendiri, Oleh karena itu,
kualitas yang diperlukan oleh sparat pemerintah terhadap
pembangunan mencakup ketaatan pada prinsip moral dan
agama yang tinggi, jasa kesetiskawanan sosial dalam
hubungan sebagai pejabat dan masyarakat, rasionalitas
sebagai aparat yang merupakan individu organisasi dan
institusi yang lebih mementingkan tujuan pebangunan
serta kemandirian yang tinggi dalam mencapai efektifitas
pelaksanaan pemerintahan (Widjadia, 1991),

Prasurvey dilapangan menunjukkan aparatur pemer-
intah di Kelurahan Malalayang | Kecamatan Malalayang
di duga belum menujukkan maksimalisasi pran sebagai
aparatur yang professional. maka wajarlah Kalau masih
terdapat beberapa kelemmhan pada sector pembangu-
nun, terutama dalam menumbuhkan partisipasi masyara-
kat. Schubungan dengun hal itu, muka pemerintah acrah
pada umumnya serta pemerintah Kelurahan Malalayang |
khususnya dibarapkan untuk senantinss mengupayakan
peningkatan kemampuan birokrasi dalam melaksanakan
tugasnya sehingga efekrifitas dapar dicapui, dan memung-
kinkan partisipasi masvarakat dapst bertumbuh

Selain itu disadari wilayah Kelurahan Malalayang

ae "~



| Kecamatan Malalayang memiliki potensi dan sumber
daynmnymbtytngcukupbsuynngkmmyaim
merupakan modal dasar dalam melaksanakan pemban-
gunan daerah. Namun permasalahannya ialah bahwa ke-
berhasilan pembangunan sangat tergantung pada tingkat
Mﬁwmm«mmhdmmnpm.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai efektifitas
aparat pemerintah dan partisipasi masyamkat Kelurahan
Malalayang 1 Kecamatan Malalayang maka perlu dilak-
mhnpemliﬁnn lebih lanjut apakah benar bahwa efek-
 tifitas aparat pemeintah punya hubungan dengan pening-

\h-npmisipuimnyanhldikelmbm!mhhyml
llmmmMahlqyang Penelitian ini dilakukan dengan
 pertimbangan bahwa dalam memasuki otonomi daerah,
era globalisasi dan era informasi dibutuhkan
mnpnanmneﬁsmdmefekﬁfbagimmpaw-
intah serta juga memberdayakan partisipasi masyarakat
wmodlldmddmpemblmmmhmw
n yang bertujuan meningkatkan kualitas sum-
ltdqyammilnmtpeunmuhsebnpiblgimdnﬂ
Whyummmmmﬁngdahmkedndu-
lwnyn sebagi alat pemikir, perencanaan, pelaksanaan
n pengendalian pembangunan nasional untuk dibu-
sbsokapam yang memiliki kemampuan dalam
roda pemerintahan dan pembangunan dan
pcﬁmpmimsyn:knmwdnmemmbebm
pcmbtngumn.Ohhlmemim. usaha peningkatan
: 1 difitas kerja aparat pemerintah merupakan suatu hal

u dihlumnkan agar aparat pemerintah dapat meng-
dqm mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan
yang berkembang di masyarakat.

METODE PENELITIAN

sabel Penclitinn dan Definisi Operasional
Variable yang akan dipakai dalam penelitian ini
h sebagai berikut :

Efektifitas Aparat Pemerintah, adalah penguku-
w terhadap keberhasilan para aparat pemerintah kelu-
3 didalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka,
ma yang menyangkut pembangunan di kelurshan.
r-indikator pengukuran adalah sebagai berikut
! melaksanakan tugas sesuai jumlah atau

nyaknya tugas yang ditetapkan dalam periode waktu
srtentu: Keberhasifan melaksanakan tuas sesual dengan
¢ yang diinginkan; Keberhasilan didalam merespon
mika masyarakat secara cepat: Keberhasilan mem-
bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada
g ait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemer-
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan,

h keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat di-
un  implementasi program-program  pembangunan
arahan, baik yang dlmlpkan bersama oleh pemer-
mah dan masyarakat setempat. Variabel ini dapat diu-
w duri : Keikutsertaan dalam memberikan sumbangan
smikiran suatu program yang telah ditetapkan: Keterli-
an dalam memberikan bantuan dana ataupun material

seperti bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan program

Keikutsertaan dalamkelompok-kelompok keria yagz
ditetapkan untuk pelaksanaan program.

Populasi dan Sumpel

Populasi dalum penelitian ini ialah seluruh wuga
masyarakat Keturahan Malalayang 1 Kecamatan
ang. Jumlah kepals keluarga sebanyak 811 KK, jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 kepala keluarga.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
falah proportional random sampling.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data primer digunakan instru-
men penelitian berupa kuesioner dan disertai dengan
teknik wawancara. Sedangkan untuk mendapatkan data
sekunder dilakukan dengan cara penelitian documenter
yaitu, memeriksa’ menelaah data yang telah ada di kantor
lokasi penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini,
adalah sebagai berikut;

Analisa Presentase , digunakan untuk mendeskripsi-
kan tentang variabel efektifitas aparat pemerintah kelura-
han dan variabel partisipasi masyarakat dalam pembangu-
nan. Rumusnya ;

P=fin x 100%

Analisa chi-square test, teknik ini digunakan un-
tuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kebijakan
pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Analisis chi-
square menggunakan rumus |

X22=(f_o-f h)"2/f h

(Sutrisno Hadi, 2002)

Analisa koefisien kontigensi, digunakan untuk men-
getahui derajat hubungan antara kedua variable dengan
menggunakan rumus :

KK=V(x"2/(x"24n))

Aturan keputusan hipotesis yang akan
diuji pada taraf uji 1 % atau 0.01. namun bila ternyata
tidak teruji maka akan divji pada taraf 5% atau 0.0 jika
hasil penelitinn nanti berada lebih kecil dari mfsmmﬂ-
kan maka hipotesis ditolak. Selanjutnya untuk mengeta
hui tingkat keerata hubungan, maka harga KK dikomulw-
sikan dengan harga maksimum koefisien kontigensi yang
diperoleh dengan rumus :

KK _max=V((K-1)/K)

HASIL DAN PENELITIAN
Hasil Penelitian
Efektifitas Aparat Pemerintah

Berdasarkan tabulasi data menunjukkan 32,50%
responden menilai Efektifitas Aparat kelurahan mereka
tinggi, 45.00% menilai sedang, dan sisanya 22.50% me-
nilai rendah. Jelas terlihat bahwa penilaian responde ten-
tang Efektifitas Aparat Pemerintah, dalam melaksanakan
tugas ternyata bervariasi, akan tetapi yang lebih banyak



adnlah yang menilai sudah pada kategori sedang dan
tinggi, sedagka yang menilai rendah hanya sebagian ke-
cil saja, Dengan demikiun, dapat dinyatakan bahwa pada
umumnya aparat pemerintah Kelurahan Malalayang 1
Kecamatan Malalayang telah dapat melaksanakan tugas
sehari-hari mereka dengan cukup efektif,

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Hasil analisa presentase menunjukkan  bahwa
20.00% respoden yang dilibatkan pada penelitian ini
adalah yang tingkat partisipasinya dalam implementasi
program-program pembangunan dikelurahan berkategori
tinggl, kemudian 20.00% yang terkategori purtisipasi se-
dang. dan sisanyn 50% adalah tingkat partisipasi mercka
pada kategori rendah

Hasil penelition diatas menunjukkan bahwa dilihat
dari derajat atau tingkat partisipasi dalam pembangu-
nan ternyata bervariasi, akan tetapi yang lebih dominan
adalah partisipasinya rendah.

Pembahasan

Dari hasil unulisis presentase diperoleh gambaran
bahwa tingkat efektifitas aparat pemerintah  keluraban
dalam melaksanakan tugas sehari-hari mercka pada um-
umnya sudah cukup tinggi. Demikian pula, dilain pihak
diperoleh gambaran bahwa tingkat partisipasi masyara-
kat kelurahan dalam implementasi program-program
pembangunan dikelumhan mercka, ternyata mempunyai
hubungan yang cukup tinggi dan signifikan dan meya-
kinkan pada taraf uji 1% atau taraf kepercayaan 99%. Hal
rersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien kontigensi yang
didapat yaitu sebesar 0.5752 yang cenderung mendekati
nilai koefisien kontigensi maksimum (0.8165) atau lebih
besar ari nifai ¥ koefisien kontigensi maksimu (0.4083),
dengan taraf signifikansi sebesar 0,01,

Dengan demikian, penelitian ini dapat membukti-
kan bahwa efektifitas aparat pemerintah kelurahan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari mereka, ternyata berhubun-
gan erat terhadap partisipasi masyarakat kelurahan dalam
pembangunan dikelurshan mereka. Oleh karena itu,
dapatlah dinyatakan bahwa hipotesis dapat diterima se-
cara sangat meyakinkan kebenarmnnya.

Dengan terujinyn hipotesis tersebut maka secara
sekaligus penelitian ini dapat membuktikan bahwa efek-
tifitas aparat pemerintah Kelurahon dalam menjalankan
tugas sehari-hari mereka, turut menentukan partisipasi
masyarakntnyn dalam implemetasi program-program
pembangunan yang ditetapkan, Dengan kata lain, parti-
sipasi masyarnkat dalam pelaksanaan program-program
pembangunan yang ditetapkan adalah turut tergantung
pada tingkat efektifitas aparnt pemerintah kelurahan
dalam melaksanakan tugas sehari-hari merekn.artinya
semakin efektif para sparat pemerinta kelurnhan dalam
melaksanukan tugas maka ternyata semakin tingai parti-
sipasi masyarakat dalam melaksnakan program-program
pembangunan yang ditetapkan,

Bedasarkan hasil penelitian tersebtu maka dapat di-
katakan bahwa efektifitas aparat kelurahan dalam melak-

sanakan tugas adalah merupakan salah satu penggerak
atau pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan program-program pembangunan di
kelurahan yang bersangkutan. Ini semua menunjukkan
bahwa peranan pemrintah schagai motivator partisipasi
masyarakat dalam pembangunan masih sangat diperlu-
kan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai
berikut

Aparat pemerintah yang berpera menggali. meng-
gernkkan, mengarakan, masyarakat dalam berpartisipasi
melaksanakan pembangunan sehingga cfektifitas apurat
pemerintah sangst berpengaruh terhadap tinggi —renda-
hnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pem-

Efektifitas apurat pemerintah  kelurahan  dalam
pelaksanaan tugas, temyata mempunyai hubungan yang
signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam imple-
mentasinys progmm pembangunan di kelurahan mereka.
Hal tersebut ditunjukkan olch hasil pengujian statistic chi-
square dan koefisien kontigensi dimana koefisien hubun-
gannya adalah sebesar 0,5752 lebih besar dari U koefisien
kontigensi maksimum 0.4083 pada taraf signifikan 0.01
atau wraf kepercayaan 99%

Saran

Atas pertimbangan hasil peneliﬂn‘n ini, maka periu
dikemukakaon beberapa saran sebagai berikut :

Efektifitas aparat pemerintah  kelurahan  dalam
menjalankan tugas sehari-hari, masih perlu ditingkatkan
mengingat permasalahan yang muncul dalam masyarakat
sekarang ini semakin kompleks dan memetlukan penan-
ganan yang efektif oleh pemerintah kelurahan.

Partisipasi masyarakat klurahan dalam pembangu-
nan juga perlu ditingkatkan mengingat keterbatasn ang-
garan/ dana yang disediakan oleh pemerintah guna mem-
biayai program pembangunan masyarakat.
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